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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan Dana TurekisaKecamatan 

Golewa Barat  Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, berdasarkan 

teori pengelolaan keuangan desa. Dalam teoriini menyebutkan ada 6 (enam) tipe 

kriteria pengelolaan dana desa, diantaranya : Perencanaan, Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggumgjawaban. Dapat 

disimpulkanbelum menyapai tujuan umum pengelolaan dana desa yang 

ditetapkan. 

1. Dari segi perencanan peneliti menemukan  hasil di lapangan ini dapat dikatakan 

bahwa dalam  perencanaan masyarakat desa Turekisa belum merasa ikut 

merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan di Desa Turekisa masih 

kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi  belum berjalan baik. 

2. Dari segi penganggaran peneliti menemukan hasil di lapangan dapat dikatakan 

bahwa dalam penggangaran masyarakat merasa proses penganggaran di desa 

turekisa belum berjalan dengan baik.  

3. Dari segi pelaksanaan peneliti menemukan hasil di lapanganbawah dana desa 

Turekisa sudah dilaksanakan yaitu pembangunan di Rw. 01 tepatnya di Rt. 02 

dan di Rw. 03 tepatnya di Rt 03, 04 dan 05. Dalam pelaksanaan 

pembangunannya efektik dan sudah berjalan dengan baik hanya saja ada 

kendala pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunannya yang kurang 

baik. 
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4. Dari segi penatausahaan peneliti menemukan hasil di lapangan bawah 

penatausahaan  dana desa turekisa sudah dilaksanakan namun masih perlu 

bimbingan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam artian masih 

belum sempurna. 

5. Dari segi pelaporan peneliti menemukan hasil di lapanganbawah pelaporan 

dana desa turekisa pembuatan laporannyaterjadi keterlambatan dan tidak sesuai 

waktu pelaksanaan namun arsip, berkas-berkas dan dokumen dokumen terkait 

pengelolaan dana desa Turekisa tertata dan tersimpan dengan baik. 

6. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban  peneliti menemukan hasil dilapangan  

    bawah petanggungjawaban penggunaan dana desa sudah berjalan dengan baik. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi pengelolaan Dana  

Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa 

Tenggara Timur ”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan 

kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu : 

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Turekisa yaitu: lebih aktif dalam melakukan 

pengawasan pembangunan sesuai prioritas; meningkatkan perannya dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan sertaevaluasi hasil pembangunan 

untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada 

masyarakat. 
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2. Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa Turekisa agar dapat 

melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan 

pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa olehpemerintah Kecamatan 

Golewa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ngada 

3. Secara keseluruhan aparatur desa Turekisa harus dapat membangun komunikasi 

yang sinergi dengan pemerintah Kecamatan Golewa Barat  dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada dalam pengelolaan dana 

desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sehingga pengelolaan dana desa di Desa Turekisa menjadi efisien dan efektif. 

4. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus Tertib dan disiplin 

anggaran; Pemerintahan desa Tureiksa dalam melakukan  pembangunan harus 

tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan prioritas pengelolaan dana desa 

yang tercantum dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa. 

5. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa         

Turekisa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian 

dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan 

desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa, 

masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil 

untukkemajuan desa Turekisa 

6. Anggaran dana desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah 

desa Turekisa yaitu harus digunakan merata disegala bidang pembanguan, 
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termasuk pemerintah desa Turekisa harus memberdayakan masyarakat desa 

secara umum dalam proses pembangunan desa. 
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